
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pelestarian Lingkungan

Lingkungan terdiri dari lingkungan biofisik (biotik, fisik) dan lingkungan

sosial. Lingkungan biotik meliputi organisme hidup mencakup flora-fauna dan

mikroorganisme, sedangkan lingkungan fisik meliputi benda mati antara lain tanah,

air dan udara. Sedangkan lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi dalam

masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis

(Soemarwoto, 1999). Ketiga komponen lingkungan tersebut menurut Ryadi (1981)

terkait dalam hubungan inter-relationship dengan kaidah keseimbangan yang diatur

oleh ketertiban alamiah.

Selanjutnya Soemarwoto (1997) menambahkan bahwa ekosistem terbentuk

oleh variasi komponen lingkungan di suatu tempat yang berinteraksi membentuk

suatu kesatuan yang teratur dengan fungsi dan niche tertentu. Selama masing-masing

komponen berfungsi dengan baik, ekosistem akan berada dalam keteraturan dan

keseimbangan yang dinamis. Manusia sebagai subsistem lingkungan selalu

berinteraksi dengan lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pembangunan, yang bertujuan

mengubah keseimbangan lingkungan tertentu ke arah kualitas lingkungan yang

dianggap lebih baik. Secara ekologi pembangunan merupakan gangguan terhadap

keseimbangan lingkungan, sehingga upaya pelestarian lingkungan merupakan suatu

yang janggal jika dihubungkan dengan kegiatan pembangunan.



Mitchell, Setiawan, dan Rahmi (2000) menyatakan bahwa konsep

pelestarian lingkungan modern mesti berisikan upaya pemanfaatan lingkungan

sekaligus memelihara keberlanjutannya. Salah satu paket strategi mempertahankan

kelestarian lingkungan adalah: (1) Memperkuat kapasitas perencanaan lokal dengan

memasukkan aspek konservasi ke dalam perencanaan spasial, (2) Rasionalisasi

hak-hak atas sumberdaya, seperti hak atas tanah, dan (3) Pengembangan area lokal.

2.2. Prilaku Masyarakat dalam Pelestarian Sumberdaya Alam

Pola perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kualitas

lingkungan, di lain pihak pola perilaku sosial tertentu mempengaruhi karakteristik dan

kualitas lingkungan. Pembahasan masalah hubungan antara lingkungan fisik dan

biologi dengan perilaku sosial secara sistematis baru dimulai pada tahun 1960-an,

bersamaan dengan kesadaran bahwa semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Teori sosiologi yang membahas hubungan ini adalah teori stimulan diskriminatif dan

lingkungan dari Cone dan Hayes, teori Homer-Dixon tentang lingkungan dan konflik

sosial, serta teori adaptasi lingkungan oleh Veitch dan Arkelin (Usman, 1996).

Teori Cone dan Hayes dapat dipergunakan untuk memahami perilaku

destruktif dan perilaku protektif komunitas nelayan terhadap ekosistem terumbu

karang. Perilaku destruktif nelayan seperti menangkap ikan dengan bom pada awalnya

adalah bersifat positif karena mampu meningkatkan penghasilan, tetapi dengan

berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah populasi perilaku ini berubah menjadi

negatif. Pembahasan yang ditawarkan oleh teori stimulan diskriminatif ini adalah

istilah perangkap sosial (social traps) yang menyebabkan orang menjadi sukar untuk



menghentikan perilaku yang bersifat negatif. Social traps yaitu suatu kondisi tatkala

orang merasa mempunyai beban beral sekalJi menghentikan perilaku sosial tertentu

meskipun disadari telah merusak lingkungan.

Perilaku protektif yang menjaga atau melestarikan lingkungan menurut Cone

dan Hayes muncul karena adanya peningkatan kepentingan pada kualitas lingkungan.

Masyarakat yang sangat tergantung pada baiknya kualitas lingkungan akan lebih

bersifat protektif, haJ ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sain dan teknologi yang

dimiliki. Teori ini berbasiskan interaksionisme, sehingga perilaku sosial dipandang

lebih banyak mempengaruhi lingkungan biofisik. Masyarakat tradisional dengan

segala keterbatasannya akan mengembangkan sistem mata pencaharian yang sangat

protektif terhadap kelestarian alam, dan sebaliknya dengan masyarakat modern.

Proses perubahan sosial masyarakat dari tradisional menuju modern, dewasa

ini telah menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial.

Kondisi ini sesungguhnya sudah diprediksikan oleh Homer-Dixon melalui persektif

struktural konflik, dimana ketika terjadi penurunan kondisi lingkungan

(environmental scarcities) diikuti oleh konflik-konflik sosial dan politik yang

berkepanjangan. Kelompok masyarakat yang tergolong paling menderita akibat dari

kondisi semacam ini adalah yang tergolong miskin atau berpendapatan rendah. Veitch

dan Arkelin melaui teori adaptasi sosial menambahkan pula bahwa manusia itu

memiliki kemampuan adaptasi perilaku yang tinggi, dalam menghadapi penurunan

kondisi lingkungan dan konflik yang terjadi. Hal ini memungkinkan kita untuk
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mengarahkan perilaku manusia pada upaya pemulfhan lingkungan dan pendamaian

konflik, dengan memberikan rangsangan atau stimulus pada perilaku protektif.

Penyimpangan adalah salah satu bagian dan perubahan, yang merupakan

hasil ketidakmantapan struktur sosial yang konvensional. Durkheim (da/am

Soekanto, 1984) menyatakan bahwa penyimpangan adakalanya mempunyai akibat

positif bagi suatu masyarakat. Penyimpangan perilaku jika terjadi pada batas-batas

tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal. Penyimpangan perilaku ini dapat

membantu menentukan arah perubahan moralitas masyarakat.

Merton membagi empat tipe adaptasi penyimpangan dengan

mempertimbangkan berbagai tekanan pada cara dan tujuan, yaitu konformitas,

inovasi, ritualisme, dan mengasingkan diri. Seorang konformis tidak menghasilkan

perilaku yang menyimpang. Sikap kompromistis timbul di tempat yang memiliki

stabilitas sosial. Inovatif memberikan pekanan pada keberhasilan. Hal ini merupakan

kombinasi dari ambisi tinggi dengan kesempatan terbatas yang menyebabkan

terjadinya penyimpangan. Tipe penyimpangan ini banyak terjadi pada masyarakat

yang sangat menghargai kekayaan dan mobilitas, apabila kesempatan untuk

menempuh cara-cara yang sah tidak merata. Ritualisme berarti meninggalkan tujuan

budaya, tetapi tetap mengikatkan diri pada cara-cara yang melembaga. Pola ini terlihat

pada golongan terendah stratum menengah. Pengasingan diri menyangkut

penyangkalan terhadap cara maupun tujuan, merupakan tipe adaptasi yang paling

jarang teriadi. Merton juga memperkenalkan tipe adaptasi lain yang bersifat

nenyimpang, yakni pemheronlakan. Bentuk ini rumit karena menyangkut penerimaan



dan penyangkalan terhadap cara maupun tujuan. Pemberontakan akan terjadi secara

luas apabila struktur sosial secara keseluruhan dianggap sebagai sumber terjadinya

frustasi atau kekecewaan (Soekanto, 1984).

Hagen menjelaskan faktor yang memaksa kelompok tertentu melepaskan

ikatan tradisional, melalui perspektif 5 hukum perubahan, yakni: (1) Hukum

penundukan kelompok, dorongan kepada kelompok untuk berubah karena merasa

dirinya ditundukkan, (2) Hukum penolakan nilai-nilai, kelompok yang ditundukkan

akan membuang nilai-nilai kelompok yang menundukannya, (3) Hukum rintangan

sosial, menyisihkan hukum penolakan nilai-nilai dengan menunjukkan bahwa

kelompok yang ditundukkan akan membuang nilai-nilai dominan dan hanya akan

melakukan tindakan menyimpang dari cara-cara tradisional. untuk mencapai

kemajuan yang telah dirintangi, (4) Hukum perlindungan kelompok, individu

melakukan tindakan baru. untuk mendapatkan dukungan sosial dari kelompok yang

ditundukkan, (5) Hukum kepemimpinan yang tidak memihak, pertumbuhan ekonomi

takkan terjadi di seluruh masyarakat kecuali apabila kelompok yang menyimpang

telah memulai proses perubahan, diterima dan diikuti (Lauer, 1993).

Aturan-aturan yang yang terbentuk dalam sistem penguasaan bersama pada

dasarnya merupakan suatu kesadaran kolektif (collective consciouss). Kesadaran

kolektif itu memiliki dua sifat pokok. Sifat yang pertama adalah kesadaran kolektif

lari suatu komunitas atau kelompok sosial sesungguhnya berada diluar kedirian setiap

ndividu yang disosialisasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sifat yang

edua adalah kesadaran kolektif mengandung suatu kekuatan psikis yang memaksa
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individu-individu anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadapnya (Nasikun,

1979).

Menurut Mitchell et al (2000) dan Soemarwoto (1999), masyarakat lokal

telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi dimana mereka tinggal.

Eksploitasi lingkungan biofisik diatur secara seksama dengan hukum sosial tertentu

oleh manusia berdasarkan pengalaman empirik. Pelanggaran terhadap hukum sosial

akan mendapatkan sanksi, sama ada sanksi dari masyarakat maupun dari Tuhan.

Dengan pengaturan tersebut dapat dihindari eksploitasi berlebihan terhadap

lingkungan biofisik seperti eksplotasi terhadap sumberdaya laut.

Pengaturan berdasarkan pengalaman empirik itu menumbuhkan kearifan

ekologi, yang menjadi pilar utama bagi kearifan masyarakat dalam pelestarian

lingkungan. Keariifan lokal merupakan istilah yang sering dipakai kalangan ilmuwan

untuk mewakili sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan

diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman, dan pengalaman mereka

dalam berinteraksi dan berinterrelasi dengan lingkungan (Tjahjono et al, 1999,

Prijono, 2000a dan Prijono, 2000b). Pandangan bahwa manusia merupakan bagian

dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap

lingkungan menurut Gadgill et al (dalam Mithcell et al, 2000) merupakan nilai yang

»angat positif untuk pelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan

>erkelanjutan.

Pola hubungan manusia di kawasan pesisir dan laut pada prinsipnya

idasarkan atas saling ketergantungan interaktif dan fungsional. Laut tidak hanya



11

dieksploitasi tapi juga dipelihara dan dipertahankan agar tetap dapat berfungsi karena

ekosistem laut harus dipandang dalam kondisi yang lebih luas yaitu sejauh mana laut

beserta isinya terkait dalam berbagai pranata sosial kehidupan masyarakat (Indrizal

dan Hazwan, 1994). Oleh karena masyarakat di kawasan pesisir dan laut seperti

halnya di dikawasan hutan, menurut Sumardi et al (1997) masih berpegang teguh

pada norma adat serta tradisi yang diwarisi secara turun temurun. Meskipun

ketergantungan mereka terhadap laut sangat besar, eksploitasi laut secara

besar-besaran untuk rujuan komersil masih merupakan pandangan yang tidak

sepenuhnya positif.

Data tentang kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam hubungannya

dengan menjaga kelestarian alam, sudah banyak ditemukan. Ada yang masih berupa

kearifan asli namun adapula yang sudah dilegasi dan digabungkan dengan kebijakan

pengelolaan kawasan. Para ninik mamak di Keluru Kab. Kerinci misalnya,

menetapkan Rimbo Temedak sebagai wilayah Hukum Adat mereka. Hal ini muncul

atas keprihatinan akibat meningginya frekuensi perambahan areal dan pengambilan

hasil alam (Nuansa Lingkungan, 2000).

Penelitian untuk menginventarisir kerifan lokal di Kabupaten Musi Rawas

pun telah dilakukan oleh Wardana et al (2000). Penelitian tersebut berhasil

membuktikan bahwa pola-pola kearifan lokal masih berlaku dan dipatuhi masyarakat

setempat dengan adanya Dewan Marga, adanya sistem pengelolaan sungai, dan masih

dipakainya pola pertanian yang khas seperti huma.
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Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menjaga keiestarian

lautnya, tidak menjadi bagian dalam pengelolaan sumberdaya laut yang direncanakan atau

dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kebiasaan (folkways) masyarakat dalam menjaga

dan mengelola sumberdaya laut tersebut hanya menjadi kekuatan yang mengikat untuk

komunitas itu sendiri. Kearifan masyarakat dalam interaksinya dengan alam hanya

menjadi kekuatan normatif yang mengatur pada tataran komunitas lokal mereka saja.

Kajian tentang aspek hukum terumbu karang di Kawasan Pulau Tiga Natuna

menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang terus meningkat dari nelayan di Sabang

Mawang untuk meninggalkan illega fishing, dan sekelompok masyarakat telah mewarisi

kebiasaan dalam menjaga keiestarian ikan melaui pola-pola pendekatan sistem religius

yang mereka anut (DKP, 2004).

2.3. Kearifan Masyarakat Lokal dan Perubahannya

Perubahan sosial dan kebudayaan

Soekanto (1984) dan Lauer (1993) memaparkan bahwa tidak ada satu

masyarakat pun yang tidak mengalami perubahan. Perubahan itu normal dan

berlanjut, menurut arah yang berbeda di berbagai tingkat kehidupan sosial dengan

berbagai tingkat kecepatan Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan

kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua bagian termasuk perubahan

dalam bentuk serta aturan organisasi sosial.

Selo Soemardjan (dalam Sugihen, 1996) melihat bahwa perubahan sosial

akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat termasuk perubahan pada sistem nilai,

adat, sikap dan pola perilaku kelompok di dalam masyarakat yang bersangkutan.
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Perubahan dalam masyarakat menurut Soekanto (1993) dapat berupa norma-norma

sosial, susunan kelembagaan masyarakat, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan

wewenang, interaksi sosial dan Iain-lain. Selanjutnya menurut Soekanto (1990), jika

unsur-unsur pembentuk kebudayaan berubah akan terjadi perubahan pada persepsi,

sikap dan perilaku sosial. Menurut Herskovits, ada empat unsur yang membentuk

kebudayaan yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan

politik.

Giilin & Gillin (dalam Lei bo, 1986), Pasaribu dan Simanjuntak (1986),

Leibo (1986), dan Hasan (1988) mengungkapkan bahwa terjadinya perubahan

disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena adanya perubahan komposisi

penduduk, ideologi maupun difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat

teknologi dan kultural, komunikasi dan informasi, kesadaran akan keterbelakangan,

dan perkembangan dunia pendidikan. Dari hasil penelitian Aprianty (1998),

perubahan kebudayaan yang dianut masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan,

informasi, kondisi alam, aksesibilitas masyarakat, dan penguasaan teknologi.

Veblen (dalam Lauer, 1993) meyakini bahwa perubahan disebabkan

pengaruh teknologi dan ekonomi. Sedangkan memurut Lauer (1993), perubahan bisa

timbul dari dalam maupun dari luar masyarakat yang diistilahkan dengan faktor

endogen dan eksogen. Soekanto (1993) mendeskripsikan bahwa penyebab perubahan

endogen antara lain (1) Bertambah atau berkurangnya penduduk, (2)

3enemuan-penemuan baru yang pengaruhnya tidak terbatas pada satu bidang tertentu

;aja. seringkali meluas ke bidang lain, (3) Pertentangan (konflik) masyarakat, (4)
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Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan penyebab perubahan eksogen,

antara lain : (1) Berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia, (2) Peperangan,

dan (3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Proses perubahan menurut Rogers (dalam Leibo, 1986) dibagi dalam tiga

tahap: (a) Invention, perubahan dimana suatu ide baru diciptakan dan

dikembangkan; (b) Diffusion, suatu proses dimana ide baru. tersebut disampaikan

melalui suatu sistem hubungan sosial tertentu; (c) Consequence, proses perubahan

yang terjadi di dalam sistem masyarakat, sebagai hasil adopsi maupun penolakan

terhadap ide-ide baru.

2.4. Laut dan Perubahan Kearifan Lokal

Keariifan lokal merupakan istilah yang sering dipakai kalangan ilmuwan

untuk mewakili sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan

diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman, dan pengalaman mereka

dalam berinteraksi dan berinterrelasi dengan lingkungan (Tjahjono et al, 1999,

Prijono, 2000a dan Prijono, 2000b).

Oleh karena masyarakat di kawasan pesisir dan laut seperti halnya di

dikawasan hutan menurut Sumardi et al (1997) masih berpegang teguh pada norma

adat serta tradisi yang diwarisi secara turun temurun, maka walaupun ketergantungan

mereka terhadap laut sangat besar, tidak menyebabkan mereka mengeksploitasi laut

secara besar-besaran untuk tujuan komersil.

Sifat open acces dari perairan laut memiliki potensi yang sangat besar bagi

nunculnya konflik antara masyarakat desa setempat (khususnya nelayan tradisional)
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dengan masyarakat luar desa dalam interaksi pemanfaatan sumberdaya laut.

Masyarakat luar desa yang dimaksud disini adalah nelayan-nelayan modem yang

biasanya berasal dari kota-kota atau hanya sebagai pemodal bagi usaha penangkapan

ikan, yang memiliki batas geografi sangat dekat dengan desa tersebut. Perbenturan ini

berasal dari dualisme antara hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat desa

dengan hukum legal-formal (nasional) yang diacu oleh nelayan modern.

Aturan-aturan tentang pemanfaatan laut guna mengatasi konflik muncul dari

tataran masyarakat yang paling sederhana (desa) sampai yang paling rumit

(internasional). Dalam sejarah hubungan antar bangsa masalah batas-batas laut baru

agak reda setelah keluaraya konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut

tanggal 10 desember 1982 (lihat Bucholz, 1987). Suatu hal yang menarik adalah jauh

sebelum hukum nasional tentang pemanfaatan sumberdaya laut, justru masyarakat

tradisional Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dalam pemanfaatan

sumberdaya laut (khususnya perikanan), seperti hak laut Sasi yang terkenal di

Kepulauan Maluku.

Permasalahan dualisme antara hukum adat dengan hukum legal-formal serupa

sebenamya juga terjadi pada kasus pemanfaatan lahan atau tanah, dan hutan, namun

permasalahan dalam kasus tanah atau hutan tidak serumit sumberdaya laut karena

lahan dan hutan memiliki batas-batas yang jelas dan bersifat statis1. Kerumitan

)enyelesaian permasalahan menjadi semakin besar oleh sifat-sifat laut yang open

icces dengan kekaburan batas-batas laut dan sifat dinamis dari sumberdaya hayatinya

ikan, udang, kepiting dll). Upaya yang dilakukan masyarakat tradisional untuk
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mengurangf terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya laut adalah dengan

menetapkan laut sebagai milik bersama yang dikenal dengan hak ulayat laut (HUL)

atau sea tenure.

Sebagai suatu pranata dalam masyarakat tradisional sejalan dengan

perkembangan kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika kearah proses

transformasi struktural yang lebih maju, adalah sangat menarik bahwa HUL masih

tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat dibelahan timur Indonesia.

Kokontrasan sifat-sifat masyarakat desa yang tradisional dengan masyarakat kota

yang modern dalam kasus pemanfaatan sumberdaya laut di Indonesia Timur masih

jelas terlihat dibanding dengan daerah Indonesia lainnya seperti di Jawa atau

Sumatera.

Hak ulayat laut (sea tenure) merupakan seperangkat aturan atau praktik

pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya, yang

menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang,

boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperkenankan. HUL

mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam

institusi kepemilikan bersama. Konsep kepemilikan jika diterapkan pada sumberdaya

mengandung arti sebagai suatu kelembagaan sosial primer yang memiliki susunan dan

fungsi untuk mengatur sumberdaya yang lebih didasarkan pada kebiasaan, larangan-

larangan dan kekeluargaan. Institusi atau kepranataan dalam sistem kepemilikan atau

penguasaan sumberdaya bersama tidak dapat di/epaskan dari adanya social order

yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap individu anggota suatu komunitas.
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HUL sebagai suatu pranata merupakan bagian dari struktur ekonomi

masyarakat nelayan yang bersama dengan pranata' lain membentuk suatu struktur

ekonomi. Dalam hal ini HUL dipandang sebagai salah satu sistem mata pencaharian

hidup yang fungsinya mendukung eksistensi suatu komunitas. Terdapat ciri khusus

yang membedakan HUL dengan sistem mata pencaharian yang lain seperti pertanian

dan perkebunan (hak ulayat tanah), yaitu adanya seperangkat aturan adat yang

mengatur pengelolaan dan akses terhadap jenis sumberdaya dan alat yang

diperbolehkan dalam pengeksploitasiannya. Dalam hal ini aspek sosial budaya

memiliki peranan yang sama pentingnya dengan aspek ekonomi dalam sistem HUL.

Sistem pengelolaan sumberdaya laut secara adat dijalankan hampir menyebar

diseluruh Indonesia, tetapi sebagai akibat transformasi struktural dari masyarakat

tradisional menuju ke masyarakat industri (modernisasi) praktik HUL masih tetap

dipegang dan dijalankan yang sebagian besar berada di Indonesia bagian timur. Hasil

pemetaan praktik HUL yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga II mu Pengatahuan Indonesia (PMB-LIPI)

menunjukkan beberapa daerah praktik HUL (disarikan dari Buku HUL di Kawasan

Indonesia Timur, Wahyono, dkk (2000), yaitu :

•> Irian Jaya : Masyarakat nelayan Tobati dan Engros (perairanTeluk Yotefa),

nelayan Demta (perairan Teluk Demta), nelayan Indokisi dan Tablasafu

(perairan Teluk Tanah Merah).
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*«• Maluku (konsep petuanan Sasi) : Masyarakat di nelayan di Pulau Saparua dan

Haruku (Maluku Tengah), Pulau Tarnate (Maluku Tengah), Desa Lataluhut

(Pulau Ambon), dan Kepulauan Kei (Maluku Tenggara).

*J» Sulawesi Utara : masyarakat Nelayan di Desa Salarung, Bentenan, Ratatotok

Dua, dan Para.

Antara laut dan manusia telah menimbulkan hubungan saling ketergantungan

sejak awal peradaban karena laut mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar

yang diperlukan manusia untuk kehidupannya seperti energi, makanan, protein, udara

bersih dan perlindungan. Selain itu, laut juga merupakan sumber inspirasi budaya tak

jauh berbeda dengan kawasan laut seperti yang dikemukakan oleh Sudiyono dan

Tambunan (1995) lingkugan biofisik laut merupakan lumbung hidup (Suparlan,

1995), sumber ketahanan pangan dan bermakna religius (Mulyaningsih, 1999).

Sehubungan dengan makna religius, laut dianggap masyarakat sekitar sebagai

tempat yang mengandung nilai keramat atau magis yang sangat berpengaruh terhadap

sistem budaya, dan sistem sosial mereka laut tidak hanya sebagai lingkungan

fisik semata melainkanjugamemiliki roh yang akan memberikan suatu reaksi yang

dapat menyakiti atau mencelakakan apabila diperlakukan secara tidak baik (Tjahjono

et al, 2000).

Jika pada awalnya masyarakat memiliki kearifan-kearifan yang luar biasa

erhadap lingkungan sekitarnya, sekarang kearifan itu memudar akibat berbagai faktor

ehingga terjadi gangguan dan kerusakan terhadap laut, menyebabkan hilang atau

jrganggunya fungsi iaut bagi keberlanjutan generasi seluruh makhluk hidup di masa
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sekarang dan akan datang. Kerusakan tidak hanya ditanggung oleh manusia tapi juga

oleh makhluk Jain. Istimewanya, manusia dan kebudayaannya memiliki kelenturan

ekologis yang tinggi, tetapi makhluk hidup lainnya terancam punah karena kerusakan

habitat (Sunarminto dalam Gunawan, 1993).

Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan yang sangat baik, tapi

perubahan yang terjadi di kawasan tempat hidup mereka telah memberikan dampak

yang kurang menguntungkan adanya sistem penangkapan modern yang menjanjikan

tingkat penghasilan yang lebih baik, permintaan hasil laut yang tinggi, telah

mendorong mereka untuk memanfaatkan hasil laut semaksimal mungkin sehingga

kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki (Depdikbud,

1993) Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia ke arah

ketergantungan yang lebih besar terhadap laut dan hasil laut. Tekanan dan intervensi

masyarakat semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan teknologi

penangkapan. Masyarakat mulai menggunakan alat tangkap dengan produktifitas

tinggi, dan memungkinkan terjadinya over fishing.

Masyarakat juga memandang telah terjadi ketidakadilan dalam implementasi

kebijakan kelautan dan taman nasional laut yang mereka anggap telah merampas

hak-hak adat masyarakat dan membatasi wilayah kegiatan ekonomi mereka. Hal ini

mendorong masyarakat berusaha keluar dari kungkungan norma yang dirumuskan

para leluhurnya ditambah pula terjadinya pencurian hasil laut oleh negara tetangga

yang menggunakan alat tangkap modern yang tidak memperhatikan kelestarian

lingkungan.
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Hasil penelitian Tjahjono et at (2000) menunjukkan bahwa pergeseran

kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain karena, rendahnya

penguasaan teknologi, pertambahan. penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan

wilayah operasi, kebijakan yang mengebiri hak adat, serta kebebasan pencurian hasil

alam. Sedangkan menurut Indrizal dan Hazwan (1993), hal itu berkaitan erat

dengan revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola penggunaan wilayah

penangkapan dan teknik penangkapan.

Menurut MacKinnon et al (1986), perubahan perilaku masyarakat tradisional

ke arah konservasi bisa dilakukan dan tidak sesulit yang dibayangkan. Sebagai contoh

Pencurian hasil laut, penggunaan bius dan bom merupakan pekerjaan yang penuh

tantangan dan berbahaya sehinnga untuk merubah perilaku ini dirasakan mudah.

Kerusakan lingkungan menurut Soemarwoto (1999) dapat terjadi apabila

citra lingkungan yang dimiliki masyarakat berbeda dengan kenyataan, masyarakat

terlambat mengadakan penyesuaian untuk memperoleh citra lingkungan yang baru,

manusia tidak memperlakukan lingkungan sekitarnya secara rasional, dan adanya

potensi keserakahan, ketamakan, dan kerakusan pada setiap manusia untuk

mengambil keuntungan yang sebesar-besamya dari ketersediaan sumberdaya alam.

2.5. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal

Upaya pengelolaan sumberdaya kelautan tidak bisa melepaskan diri dari

keterlibatan lembaga-lembaga sosial lokal. Bukan berarti harus membuat lembaga

baru tapi memberdayakan dan memfungsikan lembaga yang ada agar berfungsi secara

maksimal sesuai dengan karakteristik masing-masing. Lembaga sosial yang ada bisa
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berupa lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga ekonomi. Penguatan

kelembagaan akan meningkatkan kemampuan dan posisi tawar warga masyarakat

dalam berinteraksi dengan pihak lain, meningkatkan rasa percaya din dalam

mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi sehingga dapat melindungi masyarakat

dan kepentingan pihak lain yang merugikan (Dirjen PMD, 1999).

Penguatan kelembagaan merupakan strategi yang cukup efektif dalam

pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang

ada di masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk

mangatur masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan kegiatan. Strategi

penguatan kelembagaan ini penting agar mekanisme, proses, dan penetapan aturan

kegiatan yang harus mereka lakukan mulai dari persiapan sampai pemantauan

dilakukan secara terorganisir melalui institusi yang mereka miliki. Untuk itu

memfungsikan kembali lembaga sosial yang selama ini sudah hampir mati adalah hal

yang penting (Dirjen PMD, 1999).

Adapun fungsi dari lembaga sosial menurut Leibo (1996) adalah : (a)

Memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah

laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama

menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan; (b) Menjaga

keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; (c) Memberikan pegangan pada

anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem

pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku para anggotanya.
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2.6. Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Laut

Beberapa tahun belakangan, kebijakan pemerintah Indonesia mengenai

kawasan lindung masih sering bertumpu pada larangan menggunakan alat tangkap

modern yang tak ramah lingkungan seperti bom, bius dan trawl di daerah cagar alam

dan hukuman bagi masyarakat yang melanggar larangan itu. Pendekatan ini ternyata

tidak membawa hasil, kawasan lindung rusak atau hancur karena kebutuhan hidup

manusia jauh lebih kuat dari kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum

(Mitchell, Setiawan, dan Rahmi, 2000).

Banyak langkah-langkah ekonomi dalam pengelolaan. sumber daya alam

diserahkan pada sektor swasta (Warta Kehati, 1999a), sehingga masyarakat lokal

sering tidak menjadi bagian dalam pembangunan kawasan konservasi yang behimbas

kepada kurangya kemampuan masyarakat untuk bertindak melindungi sumberdaya.

Selain itu muncul kecenderungan yang semakin menguat dimana pola perekonomian

mengarah kepada bentuk tindakan spekulatif dan eksploitatif terhadap sumberdaya

alam

Semestinya semua pihak yang berkepentingan terhadap lingkungan tidak

hanya berusaha memperoleh keuntungan dari segi ekonomi, melainkan juga harus

memperhatikan konservasi dan memperkuat posisi masyarakat lokal yang

menggantungkan hidupnya dengan lingkungan. Mereka adalah pihak yang selalu

kalah dalam mempertahankan hak dan dikalahkan dengan alasan kawasan diperlukan

untuk kepentingan umum dan pembangunan (Iskandar, 1999). Sebagai jawaban,
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perlu dirumuskan kebijakan baru yang mencoba memadukan pelestarian dengan

kebutuhan dan kegiatan ekonomi.

Menurut Mitchell, Setiawan, dan Rah mi (2000), perpaduan pelestarian

dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam format sistem

pengetahuan lokal. Jika kerjasama pengelolaan berjalan baik, maka nilai pengetahuan

lokal dapat dilibatkan dalam strategi pengelolaan. Inisiatif lokal juga lebih berhasil

jika beberapa kekuasaan lokal dialokasikan pengelola lokal. Dalam rangka

pengelolaan bersama itulah, ide Konservasi dan Pengembangan Wilayah Terpadu

menjadi jalan keluar yang cukup menjanjikan.

Pengelolaan bersama merupakan suatu pendekatan yang menyatukan

sistem-sistern pengelolaan pada tingkat lokal dan negara. Pengelolaan bersama

meliputi pembagian kekuasaan yang sesungguhnya antara pengelola pada tingkat

lokal dan pernerintah, sehingga masing-masing dapat mengontrol penyimpangan yang

terjadi. Untuk situasi dimana sumberdaya dikelola secara. lokal, hampir sebagian

besar kewenangan pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat lokal yang

didukung oleh pengakuan pemerintah (Mithcell et al, 2000). Untuk itu, dalam

rencana pengelolaan perlu pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi

dan sosial budaya masyarakat karena kelangsungan fungsi lingkungan sangat

tergantung pada sikap dan dukungan masyarakat lokal, sikap tersebut dibentuk atau

terbentuk dalam kerangka budaya masyarakat.

Sumardi et al (1997) menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap laut,

sangat berpengaruh pada interaksi masyarakat dengan laut tersebut, sehingga akan
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timbui sikap menolak, bekerjasama, dan atau menguras lingkungan. Akibat perbedaan

persepsi, akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengelola. Jika

kawasan lindung dipandang sebagai penghalang, masyarakat dapat menggagalkan

pelestarian. Jika pelestarian dipahami sebagai suatu yang bermanfaat, masyarakat

akan ikut bekerjasama dalam melindungi lingkungan dari kegiatan yang

membahayakan. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan seperti halnya pengelolaan sumberdaya laut mutlak diperlukan.

Secara umum, hubungan terbaik antara masyarakat setempat dan pengelola

terjadi apabila mereka melihat bahwa kawasan yang dilindungi membantu

memelihara budaya mereka dan memberi manfaat nyata. Ada beberapa cara agar

masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan yang dilindungi, antara lain dengan

melestarikan hak tradisonal dan kebiasaan budaya serta preferensi khusus bagi

penduduk setempat untuk memperoleh pekerjaan dan pelayanan sosial (MacKinnon

et al, 1986).

Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) merupakan kesepakatan kerjasama

pengelolaan antara masyarakat desa dengan pihak pengelola sumberdaya. KKD

merupakan sebuah kesepakatan yang memuat nilai-nilai perlindungan, penyelamatan

dan pemanfaatan sumber daya alam di desa dan wilayah sekitarnya serta upaya

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. KKD merupakan rambu-rambu

konservasi bagi kegiatan pembangunan di desa sehingga setiap pembangunan yang

dilaksanakan tidak berdampak buruk terhadap sumberdaya lingkungan dan desa

(WWF Indonesia, 1999).


